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PRESIDEM
REPUBLIK IMNEOMESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000

TENTANG DANA PERIMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasd 10 Undang-undeng Nomor 25
Tahun 19991 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dagrah, telah ditetgpkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan;

. bahwa formula penetgpan Dana Alokas Umum dan mekanisme pelaporan

penggunaannya sebagaimana diatur ddam Peraturan Pemerintah Nomor 104
Tahun 2000 bdum dapa mewujudkan asas keadilan antar  Dagrah,
trangparand, dan  akuntabilitas, sdbagamana  diamanaiken  olen  Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999, sehingga dipandang perlu  dilakukan
penyesuaan;

. bahwa sehubungan dengan hd terscbut, meka dipandang perlu  untuk

mengubah Peraturan Pemerinteh Nomor 104 Tahun 2000 dengan Peraturan
Pemerintah;

Pasd 5 aya (2) Undang-undang Dasxr 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tettang Pgak Penghaslan (Lembaran

Negaa Republik Indonesa Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sshagamana telah bebergpa kai diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgak Bumi dan Bangunen

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) ssbagamana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
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4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimean Negara Bukan
Pgak (Lembaan Negaa Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak aas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ssbagamana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

6. Undahngundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintehan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);

8. Peauran Pemeinteh Nomor 16 Tawun 2000 tentang Pembagian Hadl
Penerimaan Pgak Bumi dan Bangunan antara Pemerintash Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

9. Perduran Pemeinteh Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 201, Tambahen
Lembaran Negara Nomor 4021);

10. Perduran  Pemerinteh Nomor 20 Tahwun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penydenggaraan Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 41, Tambshan Lembaran Negaa
Nomor 4090);

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA
PERIMBANGAN

Pasal 1

Bebergpa ketentuan ddam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan, diubah sebagai berikut:

1  Keentuan Pasd 17 aya (3), aya (4) dan aya (5) diubah, sehingga kesduruhan
Pasd 17 berbunyi sebagal berikut:
“Pasdl 17
(1) Dana Alokes Umum bagi mesng-masing Daerah Proping dan Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimeksud ddam Pasd 16 ayat (3) dihitung
berdasarken perkdian dai jumlah Dana Alokes Umum bagi sduruh
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Dagrah, dengan Bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah
masing-masing bobot sduruh Daerah di sdluruh Indonesia

Bobot Dagrah sbagamana dimeksud ddam aya (1) ditetgokan
berdasarkan:

a. Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah;

b. Potens Ekonomi Daerah.

Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah sebegamana dimeksud ddam ayat
(2 huruf a merupakan perkdian dari totd pengduaran Dagrah raarata
dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks
Kemikinan Rdaif, dan Indeks Kemahdan Haga sadah dikdikan
dengan bobot maaing-masing indeks.

Potens Ekonomi Daegrah sébagamana dimeksud ayat (2) huruf b
dihitung berdasarkan perkirean penjumlahan peneimaan daerah  yang
berasd dai Pendgpaan Adi Dagrah, Pgak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pgak Penghasilan dan Bagi
Hasl Sumber Daya Alam.

Dana Alokes Umum suaiu Daerah addah Kebutuhan Wilayah Otonomi
Daerah yang bersangkutan dikurangi Potens Ekonomi Daerah.

Bobot Dagrah addah propors kebutuhan Dana Alokas Umum  suatu
Daerah dengan Totd Kebutuhan Dana Alokas Umum sduruh Daerah.

Hasl Pehitungan Dana Alokes Umum untuk masng-mesing Daerah
ditetgpkan dengan Keputusan Presden berdasarkan  usulan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah.

Usdan Dewan Petimbangan Otonomi Daerah ssbagamana dimaksud
ddam ayat (7) setdah memperhatikan factor penyeimbangan.”

2. Keentuan Pasd 18 aya (1) dihapus, sehingga kesduruhan Pesd 18 berbunyi
sebagai berikut:

@

@

“Pasal 18

Penyduran Dana Alokas Umum kepada maesng-masing Kas Daerah
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkda

Ketentuan pedaksanaan penyduran Dana Alokes Umum  sebagaimana
dimeksud ddam ayat (1) diaur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Keuangan”.

3. Diantara Pasd 18 dan Pasd 19 disspkan 1 (satu) Pesd yatu Pasd 18A, yang
berbunyi sebaga berikut:

“Pasd 18A
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(D Gubenur mdgporkan penggunean Dana Alokes Umum sgtigp triwulan
kepada Menteri Keuangan dan Menteri Daam Negeri, paing lambat satu
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(@ Bupati/Wdikota medaporkan pengguneen Dana Alokas Umum  sgtigp
triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dadam Negeri, pding
lanbat satu bulan satdah berakhimya triwulan yang bersangkutan dan
ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.”

Pasdl |1

Peraturan Pemerintah ini mula berlaku pada saat diundangkan.

Aga sHtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya ddam Lembaran Negara Republik
Indonesia

Ditetgpkan di Jekarta
Pada tanggd 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jekarta
Padatanggd 31 Desember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONES A TAHUN 2001 NOMOR 157

SHinan seua dengan adinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahettands
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2001

TENTANG
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PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000
TENTANG DANA PERIMBANGAN

UMUM

Dana Alokes Umum ssbagamana digur ddam Perauran Pemerinteh Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan didokaskan dengan tujuan pemeraiaan dengan memperhatiken potens
Dagrah, luas Dagrah, keedaan geogrefi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan maesyareka di
Daerah, sehingga perbedaan antara Dagrah yang magu dengan Dagrah yang beum  berkembang

dapet diperkedil.

Namun ddam peeksaneannya, formula penggpan Dana Alokes Umum dan  mekanisme
pegporannya ternyata belum dgpat mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah,
tranparand  dan akuntebilitas sebagamana diamanakan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemeintah Pusat dan Dagrah. Oleh karena itu,
formula Dana Alokas Umum dan mekanisme pe aporannya dipandang perlu untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan hd tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah  Nomor
104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ddam mempercepa pencapaan tujuan pemerataan
dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angkal
Pasd 17
Aya (1)
Dana Alokes Umum bak untuk Daerah Propind maupun untuk Daerah
Kabupaten/K ota dapat dinyatakan dengan rumus ssbegai berikut:
Jumlah Dana Alokas (Bobot Daerah yang bersangkutan)
Umum untuk X
Daerah ] (Jumlah bobot daeri sduruh Daerah)
Aya (2)
Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah disebut juga Kebutuhan Fiskad Daerah.
Potens Ekonomi Daerah disebut juga Kgpasitas Fiska Daerah.
Aya (3)

Kebutuhan Wilayah Otonomi Degrah dihitung dengan rumus:
4l Indeks penduduk + 82 Indeks L uas Wilayah +

Pengeluaran Daerah ratarrata X
a3 Indeks Kemiskinan Rdlatif + &4 Indeks Harga
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AN /

Bobot a1, &, &3, dan & ditentuken meadui perhitungan ekonometri (regres
sederhana) atau secara proporsiond.

Dengan penjelasan sebagal berikut:

Jumlah Pengeluaran seluruh Daerah
Pengeluaran Dagrah rata-rata =
Jumlah Dagrah
Jumlah Proping i
Indeks Penduduk i =
Rata-rata Populas Daerah secara nasiond
Luas Daerah i
Indeks Luas Dagrah i =
Rata-rata Luas Daerah nasond
Jumlah penduduk miskin Daerah
Indeks Kemiskinan rdatif =
Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Daerah
Indeks Konstruks Dagrahi
Indeks Hargai =
Rata-rata Indeks Konstruks Dagrah
Aya (4)

Potens Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus
PAD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPh

Dengan penjelasan sebagal berikut:

PAD diperkirsken dai fector penyesuaan PDRB  sektor Industi  Jesa
berdasarkan rumus.

(PDRB Industri Jasa) |

Indeks Industri Dagrahi =
(Rata-rata PDRB Industri Jasa Nasond)

Beadasarkan  perhitungan Indeks Indudri  terssbut  diperoleh rumus PAD
perkiraan sebaga berikut:

PAD (perkiraan) = 30 + 31 PDRB Jasa
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Aya (5)
Cukupjelas

Ayat (6)
Cukupjdas

Aya (7)
Cukupjelas

Aya (8)
Fektor Penyembang addah suau mekanisme untuk  menghindari
kemungkinan penurunan  kemampuan Dagrah ddam pembiayaen beban
penge uaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah.
Angka?2
Pasd 18
Cukupjdas
Angka3

Pasd 18A
Cukupjdas

Pad Il
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4165
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